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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh POLRI terhadap

pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah

tangga yang telah diuraikan dalam bab-bab di depan, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya atau langkah-langkah yang ditempuh oleh POLRI dalam
menanggulangi kekerasan seksual dalam rumah tangga - yaitu
menempuh beberapa langkah yang bersifat preventif dan bersifat
reprensif.

a. Langkah Preventif
Upaya POLRI dalam menanggulangi korban kekerasan seksual
dalam rumah tangga seperti bekerja sama dengan LSM Rifka
Annisa, LBH APIK, untuk menerima laporan dan pengaduan
mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah

tangga yang kurang manusiawi.

b. Langkah Represif
1) Dalam hal ini langkah yang dilakukan POLRI dimulai dengan
adanya laporan dari Korban atau orang lain atau terjadinya tindak
kekerasan sampai pada tingkat pemeriksaan serta bukti-bukti

yang ada dan dengan didukung visum dari rumah sakit.
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2) POLRI melakukan tindakan secara hukum kepada pelaku tindak
kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu menangkap dan
memproses melalui jalur hukum dengan harapan agar pelaku
dapat mempertanggungjawabkan secara pidana Khususnya

kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

2. Kendala yang dihadapi POLRI dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap korban dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah
tangga adalah sebagi berikut :

a. Korban tidak pernah melapor kekerasan yang dialaminya pada
orang lain ataupun pada polisi sebagai aparat pelindung
warganya.

b. Perlindungan. POLRI kepada korban kekerasan seksual dalam
rumah tangga belum -optimal karena polisi hanya menunggu
laporan atau aduan dari korban.

c. Tidak adanya Juklak mengenai Undang-Undang yang memberi
perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.

d. Undang-Undang belum dapat diterapkan semaksimal mungkin.

e. Kurangnya pengetahuan POLRI dalam menangani kasus tindak

kekerasan seksual dalam rumah tangga.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis bahwa Undang-Undang

yang menangani masalah perempuan khususnya korban dari tindak

kekerasan seksual dalam rumah tangga masih belum disosialisasikan

secara optimal, oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran

antara lain sebagai berikut :

il

Peran POLRI bersama instansi terkait, dalam.-menagani kasus
kekerasan seksual dalam rumah tangga hendaknya dilakukan sungguh-
sungguh dan cepat, serta berkesinambungan agar perbuataan pelaku
dari tindak kekerasan tersebut tidak terulangi kembali.

Agar kasus seperti tindak kekerasan dapat ditangani dengan cepat,
hendaknya korban dari kekerasan yang bersangkutan segera
melaporkan tentang kejadian yang telah-menimpanya.

Adanya perhatian masyarakat agar lebih peka dalam melihat kasus-
kasus yang dapat merugikan korban dari kekerasan tersebut.

kekerasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik untuk
lebih tegas dalam penerapan peraturan hukum yang sudah berlaku di
Indonesia, khususnya masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Untuk sarana dan prasarana penunjang, harus adanya fasilitas yang

memadai untuk ruang pelayanan khusus sehingga diharapkan ruang
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tersebut dapat memberikan suatu kenyamanan dan ketenangan bagi
korban.

. Dalam melakukan upaya penyelesaian pihak Kepolisian harus benar-
benar tegas dengan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai
peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Agar tidak ada lagi pengulangan
kasus kekerasan dalam rumah tangga dan para pelaku menjadi tahu
atau paham mengenai apa hukumnya apabila hal itu dia lakukan lagi
sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan.

. Tindakan tegas dari aparat penegak hukum sangat diperlukan
mengingat sikap mental masyarakat kita, diman tingkat kepatuhan
pada hukum-masih rendah, karena semakin lemah tindakan dari aparat
penegak hukum, maka semakin lemah pula tindakan kepatuhan hukum
masyarakat. Dengan kata lain bahwa diperlukan adanya perombakan
budaya hukum yang selama ini tercipta di Indonesia.

. Diadakannya perlindungan hukum bagi korban dan saksi dengan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Korban' dan Saksi, sehingga dengan adanya undang-
undang tersebut maka korban ataupun saksi merasa mendapat
perlindungan hukum apabial mereka akan melaporkan kejadian

tersebut khususnya kekerasan dalam rumah tangga.
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